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BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PELAPORAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk mendukung perluasan wajib lapor dan mendukung
komitmen bagi penyelenggara Negara dalam melakukan proses
pemeriksaan harta kekayaan perlu dilakukan secara efektif dan
efisien;

bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggara
negara, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan
kebutuhan penyampaian dan pelaporan harta kekayaan
Penyelenggara Negara sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pelaporan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemerantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
572);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENYAMPAIAN DAN PELAPORAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 63), diubah sebagai
berikut:



Pasal 2

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan
Pemerintah Daerah terdiri dari:

Bupati Belitung Timur;

Wakil Bupati Belitung Timur;

Pejabat Struktural Eselon II, III dan atau IV;

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
pengeluaran Pembantu;

Pejabat Fungsional Auditor;

Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di
Daerah;

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;

Kepala Desa;

Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, baik yang berstatus ASN maupun
non-ASN; dan

k. Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,
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BURHANUDIN
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
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SAYONO




